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fada tlari ini se11n_, rarggal 2 bulan ranuari tahun 2023, bertempat di Kota Bima, yang
bertanda tangan di bawah ini:
I. Drs. Nasrullotr, s.H., Ketua pengadilan Agama Bima, dalam hal ini bertindak untuk

{an atas nama Pengadilan Agama Bim4 yaag berkedudukan di Bima selanjutnya
disebut PIIIAK PERTAMA

II. Dedy sadiki& sH. Ketua Lembaga Bantuan Hukum IMPARSIAL, dalam hal ini
bertindak untuk dan ut1s l*u Lembaga Bantuan Hukum IMpARsmr, v"ng
berkedudukan di Bima, sela4jutnya disebut p[{AK KEDUA,

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIITAK KEDUA disebut pARA pIHAK secara
bersama-sama bersepakat menjalin ket'asama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum di
Pos Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut 

-

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal I
Dalam Perjanjian Ke{asama ini yang dimaksud dengan:

a' Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh pengadilan Agama Bimabagi
pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kipada pemohon
Bantuan Hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan
surat gugatar/permohonan.

b. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat/S{ana Hukum/sa{ana syariah
yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan [etentuan yang iiuto. iuluo,
Srjanjian kerjasama kelembagaan pengadilan Agama Bima dengan Leibaga penyedia
Bantuan Hukum.

c' Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan
atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar Jasa advokat
sebagaimana diatur dalam Lampiran B SEMA No. l0l2010 jo. pEIiuA No.1/2014
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk
menangani dan menyelesaikan perkara hukum di pengadilan Agama Bima.

d' Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga baatuan dan konsultasi hukum dari
unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swadaya Masyarakat
yang terdaftar di Kemenhukham.
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(l) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di pos
Bantuan Hukum pada pengadilan Agama Birna sebagai bagian dari penyelenggaraan
dan penggunaan a.,ggaran bant,an hukum di lingk"ungan" i.r"Jiiri-ig"r"i," v*gbertanggung jawab, berkuaritas dan terkoordinasi, i'emi"seber*-be;;;-;;;par",
rasa keadilan.

(2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
prinsip:
a. keadilan;
b. non diskriminasi;
c. keterbukaan;
d. akuntabilitas;
e. kepekaan gender;
f perlindungan bagi masyarakat miskin dan teryinggirkan;
g. perlindungan khusus bagi kelompok penyand'anf iisauiiitas dan perlindungan anak.

Pasal 2

BAB III
RUANGLINGKUP

Pasal 3

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Pelayanan Pos Bant"an Hukum dilakukal di Ruang pos Bantuan Hukum pada
Pengadilan Agama Bima.

(2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada pengadilan Agama Bima sebagaimana dimaksud
wY 

"y?! 
(l) adalah pelayanan yang disJdiakan oieh pemberi sanLan Huk;;ang

meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan p#;;
surat gugatar/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum.

(3) Pegaturan dan daftar pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (z)
adalah sebagaimana yang disusun dalam pet'anjian KJrjasama ini.

BAB II
TUruANDANPRINSIP

Pasal 4

Hak dan Kewajiban pIHAK pERTAMA:
a. Menyediakan sarana daa prasarana yang diperrukan untuk pos Barituan Hukum

minimalberupa satu ruargar, meja dan kusi.
b Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan

ketentuan sebagai berikut:
1) Ketentuan besamya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama

antaraPARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan pIHAK pERTAMA
2) Besamya imbalan jasa didasarkan pada lamanya wal,1u yang digunarian oleh

pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan rayanan, brikan-pada jumrah
penerima jasa yang telah dilayani.

c. Layanan jasa hukum di Posbakum dilaksanakan sebanyak 7 jam layanan tiap hari ke '

/ 
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d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di pos
Bantuan Hukum secara berkala minimal I (satu) butan sikati.

e. Memberikan sanksi kepada pIHAK KEDUA apabila melanggar isi pe{anjian ini,
berupa:
1) Teguran lisan;
2) Teguran Tertulis;
3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan ke{asama.
4) Pemberhentian sementara

Pasal 5

Pasal 7

PIIIAK KEDUA menempatkan Petugas pemberi Bantuan Huk:um di pos Bantuan

Ftuk dan KewajibanPI}IAK KEDUA:
a- Megmjuk petugas pemberi bantuan hukum di pos Bartuan Hukum yang berasal dari
, lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.
b. Melaksaaakan pemberian bant,an 

-hukum 
sesuai hari dan jam ke{a yang telah

ditentukan.
c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum ,ntuk hadir pada hari-hari yang telah

ditentukan sesuai dengan jam ket'a.
d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di pos Bantuan

Hukum.
e. Membuat daftar petugas pemberi ba[tuan hukurn cran sistem pengaturatr rotasi para

petugas pemberi bantuan huk,m, serta mengajukaffmya ke Kitualengadilan ag;na
Bima

f B- erhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kine{a yang telah
dilakukan dari PII{AK 

'ERTAMA 
sebagaimana disebutkan puou puJtil'p"rf*:m

Ke{asama ini.
g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan
_ melaporkannya kepada Ketua pengadilan Agama Bima.n |Aenlfftal berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi

kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptip aan iarm pendudng
lainnya.

i' Melaksanakan seluruh ketentuan yang diah'dalam pe{anjian Kerjasama ini.

BAB V
MASABERLAKU

Pasal 6

Pe{anjian Kerjasama ini berlaku selama 12 @ua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2
Iamai 2023 sampai dengan tanggar 3r Desember 2023, dan aapaiditiniau f"Lui
lgrdasarkan kinerja PIIIAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di aahm re4aqiian
Ke{asama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukaa kekeliruan dalam rerjanjian
Ke{asama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhfu "

KRITERIA PETUcas ieffiHRI BANTUAN HUKUM

/
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Hukumyang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

I. fj:"f$ atau Sarjana Sy.a1,ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam.o. rylem rkr pengaraman minimal I (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.c. Memiliki. integritas tinggi dalam membantu r"oiJit* agumu ,;a-
_ mewujudkan pelayanan prima pengadilan.
d. Menguasai tata cara beracara di pengadilan agarna.

BAB VII
PROSEDI,]RPELAYANAN

Pasal 8

BAB VITI
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERIA

Pasal 9

standar.Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah
sebagai berikut:
a' Pelayanan yang diberikan 

lemperhatikan prinsip-prinsip non diskriminsai tanpa
- melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuiniukum.
b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efekti{ efisien dan penuh tanggung jarvab sesuai

dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 10

(1) Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepadapemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formuli, p"rd;;
baatuan hukum dan melampirkan:
a. Surat- Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa./Lurah; atau
b' s.rat Keterangan Tunjangan Sosiar lainnya seperti Kartu Keruarga Mishn (KKM),Karru Jaminan kesehatan_Masyarakat 

-(JamLsmas), 
Krrto f,d;'i;l#g"

Harapa.n (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (il.f); atau
c lyrat Pemyataan tidak. mampu membayar jasa advokat yang dibuat danditandatangani oleh pemohon Bantuan nuum aai aircuirui 

"r"dr.it " 
p.rgrail""

Agama.
(2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan merampirkan suat-surat yang diperrukanlangsung 

.dibenaan 
jasa layanan bantuan hukum G.upa pe.betan informasi, advis,

, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.
(3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatar/pemrohonan, pemberi

bantuanhukum membuatkannya secara utuh dan siap aial=uian t" meja satu ' 
- ------

(4) sqat gugatan/ permohonan yang dibuat oletr perrleri bantuan hukum diserahkan ke
meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.

(5) Biaya_ penggandaan surat gugaia/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepadapemohon bantuan hukum.
(6) Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/ pemohon dan termohon) sama-

yma. mgngaJukan permohonan Uantuan hutum, maka tidak dibenarkan lrffir,o
dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

I/



Indillol Kreria petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikuta Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap perayanan yang diberiianb. Jumlah keluhan atas pelayaaan yang diberikan.
c. Perbanding j,mlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumrah perkara

yang masuk ke Pengadilan Agama Bima setiap bulinnya.

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di pos Bantuan
Hukum sebagai berikut:
a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum

sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon a* t".-oiron "aau* plrtu.u
yang sama.

b. Petugas pemberi bantuan hulum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan
dan ramal serta menjunjung tinggi nilai_nilai moralitas.

c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan; saran, dan
atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan iukum dalam
menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

d' Petugas pemberi bantuan nurum tiaat dibenarkan memu[gut dan menerima
biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.e' Petugas pemberi bantuan hukum d arang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk

, menggunakanjasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu.f Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melak,kan peke{aan lain selama
genjalpkal tugas pelayanan bantuan hul-um di posbakum, ,"iui, vung iJuf,
ditentukan dalam Pet'anjian Ke{asama in.

g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatar yang bisa merugikan citra dan
martabat pengadilan.

h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan pos
Bantuan Hukum ,nt,k kegiatan lainnya kecuali yang telatr-ditenf,ftan dalam p-erjanjian
Ke{asama ini.

i. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di pos Bantuan Hukum harus

. dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling memperc ayai.j. Petugas Pemberi bantuan hukum harus mernberikan perhatian yaig ru,,, k"pada ,",o*
pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggungjawab;.

k. Petugas Pemberi bantuan hukum dilarang ."ogilur -namakan 
dirinya sebagai

bagiar/petugas pengadilan.
1. Petugas,pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang

sebenamya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di pos Bantuan Hukum.

BAB IX
KODEETIK

Pasal I I

BAB X
KOORDINASI

Pasal 12

(l) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangaya 2 (dua) kali
dalam setarun untuk membahas permasalahan dan perkembangan ying tlo,urt iutu*
kaitannya dengan kerjasama yaag dijalin. I,/



(2) Dalam melakgan+an pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, pARA
PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengarnpu kepentingan di tingkat provinsi atau
Kabupaten 4(ota.

(1) !_AfA PIIIAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pe{anjian
Ke{asama ini secara periodik sedikitnya I (satu) kali dalam seiahun.

(2) PARA PII{AK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali
terhadap pelaksanaan Pe{anjian Kerjasama ini.

BAB XI
MOMTORINGDANEVALUASI

Pasal 13

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

BAB)(II
KETENTUANLAIN

Pasal 15

(l) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pet'anjian Kerjasama ini
dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Bima Tahun 2023 Nomoi sp ope
005.04.2.309113D023 Tanggal 30 Novernber 2022.

(2) Adapun dasar perhitungan pembiayaan adalah jam layanan.
(3) Pembayaran jasa layaaan hukum di posbakum untuk bulan Jaruari sampai dengan bulan

Desember tahun 2023.
(4) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum dilakukan secara langsung

kepada PIIIAK KEDUA.
(5) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui pIIIAK

KEDUA setiap bulan

(l) Pet'anjian Keg'asama ini didasarkan pada ketentuan p€ratuan perundang-rmdangan
yang berlaku.

(2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh pARA PIITAK baik secara mandiri
maupun bersama-sama.

(3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam pet'ar{ian Kerjasama ini atau perubahan-
perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam
naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pefanjian
Ke{asama ini.



BAB XIV
PENUTLIP

Pasal 16

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat daram rangkap dua yang kesemuanya asli dan
bermaterar cukup serta memp,nyai kekuatan liuku- yrog sama untuk masing-masing
pihak setelah ditandatangani oteh pARA pIHAK.

(2) Pe{argian Kerjasama rni {b.ttngan semangat kerjasama yang bai( untuk dipatuhi
darr dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai k-etentuan peraturan perund*g-rrdurg*
yang berlaku.
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